
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan Sekolah Dasar Negeri Kaduk. 

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat 
Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK. 

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama 
disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa: 

Bertindak untuk dan atas nama peserta Sekolah Dasar Negeri Kaduk, yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Bertindak untuk clan atas narna Bala! Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2. Nama SY ARAPUDDTN, S.Pd 
Jabatan : Kcpala Sekolah 
Alamat : Dusun Kaduk Desa Baturotok Kee. Batulanteh 

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
:Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kee. 
sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kodc Pos 83116 

Jabatan 
Ala mat 

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua 
puluh lima (25-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan 
Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga 
Kependtdi lean antara: 

1. Nama : Muhammad lrawan Prasetyo 
NIP : 198606172014041003 

TENT ANG 
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI 

KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI 
SEKOLAH DASAR NEGERI KADUK KEC. BATULANTEH 

NOMOR : PM2.147 /87.15/ST.2.05/2025 
NOMOR : 422/055/SD.09-Kdk/VIII/2025 

ANT ARA 

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINS! NUSi\ 
TENGGARA BARAT 

DE NGAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI KADUK KEC. BATULANTEH 

Kontrak Kerja Sama 



(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBP Fungsional Pelatihan 

PM bagt Kepala Sekolah clan Guru yang terdirt dart komponen biaya 
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja 

Pasal 4 
Tugas dan Tanggung Jawab 

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi 
Kepala Sekolah dan Guru melalui pendiclikan dan pelatlhan dengan target 
sasaran 
a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB clan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala 

sekolah dan 2 orang guru 
b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu 

Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah 
c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala 

Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, JPS dan Humaniora/Terapan 

Pasal 3 
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran 

Ruang lingkup kontrak kerja sama Int meltputi kegiatan: 
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru; 
b. Pemanfaatan sumber daya yang dtrnlliki PARA PIHAK. 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

(1) Kontrak Ke rja Sama int dimaksudkan untuk mensmergtkan tanggung 
jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala 
Sekolah clan Guru; 

(2) Tujuan dart Kontrak Kerja Sama ini scbagai landasan hukum hagi 
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala 
Sekolah dan Guru. 

Pasal 1 
Maksud dan Tujuan 

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan 

Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagl Kepala Sekolah dan Guru, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 



(2) PIHAK l<EDUA mempunyai lugas dan tanggung jawab: 
a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru 

yang meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di Iuar komponen PNBP 
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang 
disepakati oleh PARA PIHAK; 

b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan 
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui 
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui 
rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran); 

c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran Iangsung untuk 
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah 
dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketcrsediaan anggaran; 

d. menerima kuitansi tanda lerlma pembayaran biaya Pelatihan PM bagi 
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; clan 

jasa profesi sebagai pembentuk tar if PN BP Fungsional. Komponen biaya 
terse but tidak termasuk biaya transportasi, akornodasl, dan konsumsi; 

b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas 
layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain 
belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta 
perjalanan dinas dan akomodasi (jtka dtpcrlukan) bagi penceramah, 
pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP 
Fungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke 
rekening RPL; 

c. membuka rekening penerimaan PNBP dan rckening RPL yang 
digunakan untuk pcncrimaan setoran sebagaimana dimaksud pada 
pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KE DUA; 

d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP 
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses 
pencalran/pengelolaan dana PNBP dart PIHAK KEDUA; 

e. mclakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 
4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL; 

f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru scsuai 
dengan struktur program yang tclah ditetapkan; 

g. menyiapkan dan menyampaikan kuttansi tanda terima pembayaran 
biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK 
KE DUA; 

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala 
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan 

i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti 
pcrtanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala 
Sekolah dan Guru. 








